BAB Il
PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menjelaskan berbagai permasalahan seperti
upaya-upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda
Motor, faktor-faktor Peyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor
di wilayah Kabupaten Simalungun. Maka pada bab ini penulis akan
mengemukakan beberapa kesimpulan maupun saran-saran, yang akan saya

jabarkan dibawah ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka

dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian Sepeda Motor khususnya di Kabupaten
Simalungun adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan yang buruk,
lemahnya penegakan hukum dan juga tidak lepas dari kelalaian para pemilik

kendaraan bermotor tersebut.

2. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam rangka
mencegah dan memberantas delik pencurian kendaraan bermotor yang

dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Simalungun, yaitu:

a. Melakukan Razia;
b. Menerjunkan Intel;

c. Melakukan Patroli;
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d. Operasi khusus (Sweeping);
e. Pengawasan terhadap residivis;
f.  Melakukan Penyuluhan Siskamswakarsa;

g. Mengembangkan Penyidikan Melalui Keterangan-Keterangan Pelaku
Delik Pencurian kendaraan Bermotor;

h.  Sosialisasi dan Penerangan terhadap masyarakat melalui poster poster dan
stiker;

i.  Sinergi dengan Produsen Sepeda Motor agar menempel atau membuat
himbauan cara menjaga sepeda motor aman dari kejahatan.

B. Saran

1. Bagi aparat kepolisian, khususnya Polres Simalungun hendaknya perlu
meningkatkan profesioanalisme kerja anggota polisi dan para aparat penegak
hukum lainnya, Sehingga diharapkan mampu mengurangi dan menyelesaikan
kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayahnya.
Perlu meningkatkan kerjasama antara Satlantas dengan Satreskrim dalam
upaya untuk pembuatan rencana kerja pelaksanaan razia dijalan, hal ini perlu
dilakukan karena laporan dan informasi mengenai pencurian berada dalam
tugas Satreskrim. Tujuan daripada peningkatan kerjasama ini untuk
menentukan lokasi razia yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi

puncurian kendaraan bermotor roda dua di wilayahnya.

2. Peran Kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam monteks pencegahan dan
pemberantasan kejahatan harus senantiasa ditingkatkan dengan program-

program Yyang langsung terjun ke masyarakat untuk menjalin suatu
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kesinambungan kerjasama yang harmonis demi mencapai kemanan,

ketertiban, dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

3. Berupaya menambah jumlah sarana dan prasarana, seperti jumlah aparat
kepolisian yang bertugas serta menganggarkan secara khusu biaya operasional

dalam proses penanganan kasus kejahatan pencurian sepeda motor

4. Bagi masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi
mengenai adanya tindak pidana curanmor di sekitar lingkungannya kepada

pihak kepolisian.
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